BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan semua Peraturan Perundang-Undangan dan beberapa teori yang

telah penulis jabarkan mengenai SNI wajib pakaian bayi, dapat ditarik

beberapa kesimpulan, yaitu:

a.

Dengan adanya SNI wajib, dapat membantu terlaksananya penerapan
asas-asas beserta hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen
berdasarkan UUPK.

Bayi memiliki kulit dan daya tahan tubuh yang berbeda dari orang
dewasa, dan maka dari itu SNI wajib pakaian bayi dapat memberikan
solusi dan menjadi jaminan bahwa tumbuh kembang dari bayi yang
berada di Indonesia dapat terjamin dengan baik.

Apabila pelaku usaha menjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI, pelaku
usaha pakaian bayi harus bertanggung jawab terhadap produk yang
tidak sesuai dengan SNI wajib pakaian bayi. Dalam melaksanakan
tanggung jawabnya, terdapat pembagian tanggung jawab yang dapat
dibebankan kepada pelaku usaha yaitu tanggung jawab secara
kontraktual dan tanggung jawab secara langsung.

Pemerintah memiliki LPK yang terdiri dari LSPro dan Lembaga
penguji yang keduanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing demi
menjamin terlaksananya peraturan mengenai SNI wajib pakaian bayi.
Sosialisasi tentang pentingnya penerapan SNI wajib pakaian bayi
kepada konsumen dan pelaku usaha masih sangat minim dan maka dari

itu Peraturan mengenai SNI wajib pakaian bayi yang telah ada belum
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mampu memberikan jaminan secara menyeluruh agar hak-hak yang

dimiliki oleh konsumen dapat terpenuhi.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

a. Pemerintah harus meningkatkan jumlah dari LPK agar dapat
melakukan sertifikasi serta pengawasan yang lebih menyeluruh.
Pengawasan dapat dilakukan dengan menambah intensitas dari
pemeriksaan dan juga memberikan bentuk pengamanan baru agar
konsumen dapat membedakan barang yang memiliki SNI dan tidak
ber-SNI.

b. Selain itu, koordinasi dengan berbagi instansi yang berada di daerah
juga harus lebih diperbanyak agar dapat memberikasi sosialisasi
kepada konsumen dan pelaku usaha. Sosialisasi yang diberikan harus
menyatakan dengan jelas akibat dari dilanggarnya SNI wajib dari
pakaian bayi, sehingga konsumen dan pelaku usaha menyadari hak dan

kewajiban masing-masing.
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